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PUTUSAN
Nomor 148/Pdt.G/2021/PA.Klip
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Pl i -
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Pembuang yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah
menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai
Gugat antara :

XXXXXXX, NIK XXXXXXX, tempat tanggal lahir Pematang Panjang, 06 April
1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Sawit,
tempat kediaman di Jalan XXXXXXX, Kecamatan Seruyan Hilir

Timur, Kabupaten Seruyan, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXX, NIK XXXXXXX, tempat tanggal lahir Pematang Panjang, 19 April
1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh
Bangunan, tempat kediaman di Jalan Pematang XXXXXXX,

Kabupaten Seruyan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa

bukti-bukti di persidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Desember

2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang

dengan Nomor 148/Pdt.G/2021/PA Klp, tanggal 01 Desember 2021 telah

mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai
berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada

tanggal 19 April 1997 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan
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Agama Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Nomor:
149/05/VI111/2000 tertanggal 08 Agustus 2000;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah bersama di Jalan XXXXXXX, Kabupaten Seruyan, selama kurang
lebih 15 (lima belas) tahun, dan selama pernikahan tersebut Penggugat
dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da
dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang masing-masing anak yang
bernama:

2.1 XXXXXXX, lahir di Pematang Panjang, tanggal 06 Mei 1999;
2.2 XXXXXXX, lahir di Pematang Panjang, tanggal 19 Mei 2007;
Kedua anak tersebut dalam asuhan Tergugat

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam
keadaan rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih bulan Januari 2011
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi
perselisihan, dan pertengkaran yang disebabkan :

3.1 Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak terhadap Penggugat;
3.2 Tergugat melakukan tindak kekerasan rumah tangga terhadap
Penggugat;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 20
November 2012 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah
berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan rumah
dan tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan XXXXXXX, Kabupaten
Seruyan Sedangkan Tergugat tetap bertempat tinggal di Jalan XXXXXXX,
Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan dan selama berpisah
antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi;

5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut
mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada
kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina
rumah tangga;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan

Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 7 putusan Nomor 148/Pdt.G/2021/PA.Klp

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat merasa rumah tangganya
sudah sulit untuk disatukan dan perceraian adalah jalan yang terbaik;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang c.q. Majelis Hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang
amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXX) terhadap
Penggugat (XXXXXXX);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang

seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha
mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah pula berupaya semaksimal
mungkin memberi masukan dan nasihat agar Penggugat rukun lagi dengan
Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras
untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, maka
berdasarkan kesepakatan dan persetujuan para pihak telah ditunjuk seorang
hakim sebagai mediator yakni Achmad Faroby, S.H.l., M.H.l. dengan
Penetapan Nomor 148/Pdt.G/2021/PA.Klp tertanggal 07 Desember 2021 dan
berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 10 Desember 2021, mediasi tidak
berhasil merukunkan kedua belah pihak;

Bahwa kemudian di dalam persidangan tanggal 15 Desember 2021,
Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara yang

diajukannya ke Pengadilan Agama Kuala Pembuang dengan register Nomor
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148/Pdt.G/2021/PA.Klp, tanggal 01 Desember 2021 dengan alasan masih ingin
berpikir untuk kemungkinan rukun lagi dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis
Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang
perkara ini dan selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak

terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat
disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan cerai yang
dilakukan oleh istri terhadap suami yang berdomisili di wilayah hukum
Kabupaten Seruyan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi
absolut Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama Kuala Pembuang
berdasarkan kompetensi relatif berwenang untuk menerima, memeriksa,
mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara a quo, Penggugat
mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah,
yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan
perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan
Republik Indonesia, maka sejalan dengan maksud Pasal 73 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal
20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 132
ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan
hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (persona standi

in judicio);
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Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah
ditetapkan, para pihak (Penggugat dan Tergugat) telah dipanggil untuk
menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah
dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan
146 R.Bg. juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 junctis Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut
kedua belah pihak berperkara (Penggugat dan Tergugat) secara pribadi (in
person) telah hadir di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 65 dan
Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 115 Kompilasi Hukum
Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak
berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga
telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator hakim Achmad Faroby,
S.H.l, M.H.l, namun tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim menilai bahwa
ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2016 Tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 15 Desember 2021,
Penggugat secara lisan telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya
yang diajukan ke Pengadilan Agama Kuala Pembuang dengan register perkara
Nomor 148/Pdt.G/2021/PA.Klp tanggal 01 Desember 2021, dengan alasan
mencoba untuk rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan

sebelum tahap jawab-menjawab/sebelum Tergugat memberikan jawaban, maka
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pencabutan perkara tersebut tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat, dengan
demikian pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 271 Rv.
dan Pasal 272 Rv.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka permohonan pencabutan perkara Nomor 148/Pdt.G/2021/PA.Klp yang
diajukan oleh Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dari perkara ini
dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum

syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 148/Pdt.G/2021/PA.Klp
dari Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kuala Pembuang untuk mencatat
pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 730.000 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Kuala Pembuang pada hari Rabu, tanggal 15 Desember
2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, oleh
kami Riduan, S.H.l sebagai Ketua Majelis, Dedi Jamaludin, Lc. dan Eko
Apriandi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Maijelis, Putusan
tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh
Rahsiannor Syam'ani, S.H.l., sebagai Panitera, dihadiri oleh Penggugat dan

Tergugat.
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Hakim Anggota |, Ketua Majelis,

Dedi Jamaludin, Lc. Riduan, S.H.I

Hakim Anggota I,

Eko Apriandi, S.H.

Panitera,

Rahsiannor Syam'ani, S.H.l.

Perincian biaya :

1. PNBP : Rp 70.000,-

2. Biaya Proses : Rp 50.000,-

3. Panggilan . Rp 600.000,-

4. Meterai . Rp 10.000,-

Jumlah : Rp 730.000,-

Terbilang : (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)
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